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Judul Penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang 
Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di 
Kota Palembang)”. Hal menarik dari penelitian ini adalah jarang sekali orang 
ingin mengangkat judul tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas 
(tuna rungu) untuk dijadikan bahan penelitian dan perjuangan organisasi Gerkatin 
dalam membantu tuna rungu untuk merubah paradigma masyarakat yang masih 
menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan. Dalam 
penelitian ini peneliti akan mengkaji apa saja kendala yang dihadapi penyandang 
disabilitas (tuna rungu) untuk memperoleh hak politiknya secara penuh dan 
bagaimana upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu 
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). Penelitian ini 
menggunakan 1 teori yakni teori politik kewargaan menurut Kristian Stokke. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 
berdasarkan teori yang digunakan. Dan untuk pengumpulan data terdapat 3 cara 
yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil analisis penelitian ini menyatakan bahwa Pemenuhan Hak Politik 
Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna 
Rungu Indonesia di Kota Palembang) ialah memberikan wawasan, edukasi, dan 
penyadaran mengenai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna 
rungu) sebagai warga negara. Setiap individu berhak memiliki hak politiknya 
masing-masing tanpa terkecuali. Tetapi, bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) 
ada beberapa faktor kendala untuk terwujudunya pemenuhan hak politik secara 
penuh, yaitu faktor internal karena keterbatasan fisik dan orang tua sedangkan 
faktor eksternal melalui masyarakat. Hal ini lah yang membuat mereka sulit 
mendapatkan hak politik tersebut.  
Selain itu, adapun upaya yang sudah dilakukan organisasi Gerkatin dalam 
membantu tuna rungu untuk memperjuangkan hak politiknya secara penuh. 
Sedangkan bentuk kegiatan organisasi Gerkatin dalam membantu tuna rungu ialah 
melalui seminar, sosialisasi, talkshow untuk memperkenalkan penyandang 
disabilitas (tuna rungu) ke masyarakat umum agar masyarakat tahu bahwa 
penyandang disabilitas (tuna rungu) juga memiliki haknya sebagai warga negara 
seperti hak politik. Tak hanya itu saja, organisasi Gerkatin juga memiliki visi dan 
misi, tujuan, tugas pokok dan usaha yang jelas.  
 










A. Latar Belakang 
Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri 
setiap manusia sepanjang hidupnya sejati adalah hak pribadi dan kodrat yang 
diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa 
terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau 
mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, 
hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak 
yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik 
atau dikenal dengan political right atau hak politik.
1
  
Dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28 tentang Hak Asasi Manusia yang 
berbunyi bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity 
principle).
2
 Selain itu penyandang disabilitas juga berhak dalam mendapatkan 
pendidikan serta pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.  
                                                             
1
Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2016), hlm.1. 
2
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-
perbandingan-konstitusi.html, diakses Rabu 2 mei 2018 Pukul 20:15. 
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Selain itu, kewarganegaraan yang ada pada diri mereka pun harus lebih 
diperjelas. Umumnya, kewargaan dikaitkan dengan klaim atas hak-hak dasar bagi 
warga negara. Tekanannya bukan pada keberadaan hak-hak dasar sebagai sesuatu 




Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya kita ketahui, 
sebagai berikut: hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak 
bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak 
pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak 
kesejahteraan sosial, hak pelayanan publik, hak pelindungan dari bencana, hak 
hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, 
berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan 
kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 
dan eksploitasi, dan sebagainya.
4
 Dari banyaknya hak-hak di atas, yang penulis 
bahas adalah tentanng hak politik bagi penyandang disabilitas karena dalam hak 
politik tersebut mereka bisa memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang 
seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia. 
Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan 
pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan 
bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak 
                                                             
3Eriec Hiariej, dkk, “Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik 




penyandang-disabilitas-sebarkan, diakses Kamis 10 mei 2018 Pukul 10:25. 
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yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota 
organisasi (negara), Hak politik adalah hak dimana individu memberi andil 
melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah negara atau memerintahnya.
5
  
Akan tetapi, tidak semua individu dapat mengakses hak politiknya secara penuh, 
seperti penyandang disabilitas yang masih sulit dalam memperoleh hak politiknya. 
Adanya hak-hak politik bagi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut 
menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara 
antara pembentukkan instrument hukum (law making) dan penegakkannya (law 
enforcing). 
Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia 
hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali 
terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi 
penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut 
serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.
6
 Oleh 
karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya 
pemerintahan dan setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama, termasuk 
bagi warga negara penyandang disabilitas.  
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap 
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik 
                                                             
 
5
Choirun Nisa, ”Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam 
Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Lampung. Skripsi (Lampung: Universitas Islam 
Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 15 . 
 
6Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2016), hlm.3. 
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dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7
 
Dalam tercapainya pemenuhan hak penyandang disabilitas, perkembangan 
demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung 
tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai dari lahirnya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat kemudian seiring 
berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak 
Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Person With Disabilities) 
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah 
lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Perkembangan tersebut 
memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak 
penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan 
bagi penyandang disabilitas.
8
 Dari ke tiga Undang-Undang di atas yang ditetapkan 
pemerintah hingga saat ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas. 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas 
meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi 
politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang 




6.pdf, diakses Senin 7 mei 2018 Pukul 13:25. 
 
8Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”,  Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2016), hlm.2. 
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menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau 
pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung 
dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang 
disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif 
dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan 
prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan 
politik.
9
 Dengan adanya poin-poin di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016, seharusnya penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak politiknya 
secara penuh dan secara maksimal. 
Akan tetapi, hampir semua penyandang disabilitas di Indonesia mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan hak politiknya sebagai warga Negara, dikarenakan 
kurangnya fasilitas yang memadai yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU, 
tidak semua daerah di Indonesia sudah memberikan fasilitas bagi penyandang 
disabilitas, seperti menyediakan alat bantu kertas suara huruf braille saat 
penyelenggaraan pemilu di setiap TPS dan tidak disediakannya jalan khusus 
pengguna kursi roda hingga bentuk bilik  suara yang membuat tidak nyaman. 
Menyediakan penerjemah untuk tuna rungu, dan menyediakan guru khusus untuk 
penyandang autis agar para disabilitas dapat terbantu untuk mendapatkan hak 
politiknya dalam pendidikan.  
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah 
semestinya membuka ruang seluasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat 
penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut 
                                                             
9
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_201
6.pdf, diakses Kamis 10 mei 2018 Pukul 20:15. 
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serta dalam pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari rangkaian 




Bryan Turner dan Michael Mann menegaskan bahwa kewargaan perlu 
selalu dipahami dalam konteks politik kewargaan. Turner menyimpulkan, formasi 
kewargaan dibedakan menjadi proses-proses yang sangat menekankan pengakuan 
dan perlindungan hak-hak kewargaan di wilayah publik di satu sisi, dan proses 
yang serupa di wilayah privat disisi lainnya, yang berkaitan dengan isu-isu 
identitas kultural.
11
  Menurut Mann, perjuangan terhadap hak-hak kewargaan akan 
terus ada dan menjadi faktor penentu penting perkembangan kewargaan dari masa 
ke masa.
12
 Selain itu, kewarganegaraan yang ada pada diri setiap individu harus 
lebih diperjelas. Karena pada umumnya kewarganegaaraan yang melekat pada 
setiap individu dikaitkan dengan klaim atas hak-hak dasar sebagai warga negara. 
Di dalam penelitian ini, penulis memilih penyandang disabilitas dalam 
kategori tuna rungu.  Tuna Rungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau 
kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena kerusakan atau 
kehilangan kemampuan mendengar sedangkan remaja tuna rungu adalah 
                                                             
10Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2016), hlm.3. 
11
Eriec Hiariej, dkk, “Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik 
Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Reprsentasi”, Yogyakarta. Jurnal (Yogyakarta: Penerbit 





seseorang dengan batasan usia antara 12 hingga 21 tahun yang mengalami 
kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar.
13
 
Penulis melakukan studi kasus pada Tuna Rungu dan subjek yang penulis 
pilih untuk melengkapi penelitian yang penulis tulis adalah organisasi Gerakan 
untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yang ada di Kota 
Palembang. Organisasi ini juga merupakan organisasi resmi yang dibentuk 
pertama kali di Jakarta dan berkembang sampai ke Provinsi Sumatera terutama 
Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. 
Organisasi Gerkatin menjadi wadah bagi penyandang disabilitas dalam 
kategori tuna rungu untuk mengekspresikan diri, bersosialisasi dan memberikan 
pendapat dalam bermusyawarah ke sesama tuna rungu. Peran organisasi Gerkatin 
sangat membantu para tuna rungu dalam mengapresiasikan keinginannya dan 
mewujudkan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, serta 
membangun semangat bagi para tuna rungu dalam dirinya. Dalam meningkatkan 
hubungan masyarakat antara tuna rungu dari masyarakat lainnya maka di 
bentuklah organisasi Gerkatin ini. Dan juga organisasi ini telah berdiri di berbagai 
provinsi maupun kota yang ada di Indonesia. 
Usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membuat 
kesetaraan antara masyarakat biasa dengan masyarakat penyandang disabilitas itu 
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah membuat aturan-aturan 
yang memang bisa di legalkan demi tercapainya kesetaraan atau pemenuhan 
kebutuhan dari masyarakat disabilitas. Dalam prosesnya dari sejak tahun 2016, 
                                                             
 
13Dian Rachmawati Wasito dan Dwi Sarwindah S, “Penyesuaian Sosial Remaja Tuna 
Rungu yang Bersekolah di Sekolah Umum”, Surabaya. Jurnal (Surabaya: Fakultas Psikologi 
Universitas Hang Tuah, 3 Desember 2010), hlm.141. 
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pemerintah berusaha untuk membuat undang-undang yang dapat mengakomodir 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, namun hingga saat ini 
undang-undang tersebut belum disahkan dengan berbagai alasan. Maka dari itu 
Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016 belum masuk 
dalam Peraturan Pemerintah atau yang disingkat menjadi PP. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dalam skripsi termasuk salah satu point yang sangat 
penting, karena diantaranya adalah mengidentifikasi. Identifikasi berarti 
mempelajari dan mengkaji tentang kasus yang akan diangkat dalam pembuatan 
karya ilmiah itu. Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah 
memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi 
permasalahan yang hendak dipelajari. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai 
penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar 
dari tujuan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam 
penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota 
Palembang Periode Tahun 2009-sekarang). 
2. Hak politik bagi penyandang disabiltas dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2016. 
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3. Memiliki kondisi kemampuan bicara yang tidak jelas membuat 
penyandang disabilitas (tuna rungu) tidak bisa mendapatkan hak 
politiknya secara penuh. 
 
C. Batasan dan Rumusan Masalah  
Dalam suatu penelitian diberlakukan adanya pembatasan dan perumusan 
masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan penjelasan tentang 
pembatasan dan perumusan masalah. 
1. Batasan Masalah 
Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus ke dalam 
banyak data yang ingin diteliti, sehingga cakupannya adalah dalam batsan 
penelitian yaitu tempat dan waktu perlu diperjelaskan.
14
  
Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 
yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 
informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai 
berikut: 
a. Periodesasi dalam penelitian ini dimulai tahun 2009-sekarang. 
b. Penelitian ini dilakukan pada anggota organisasi Gerkatin penyandang 
tuna rungu di kantor organisasi Gerkatin Jalan MP Mangkunegara Kota 
Palembang. 
c. Fokus pada anggota organisasi Gerkatin penyandang tuna rungu untuk 
mendapatkan hak politiknya. 
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Dudug Abdurrahman, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.126. 
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Pembahasan ini dimaksudkan agar peneliti membatasi ruang lingkup 
penelitinya secara tegas dan jelas. Hingga dapat diketahui secara terperinci. 
Masalah yang akan diteliti menjadi sedemikian luas. Tetapi akan menjadi lebih 
jelas dan spesifik serta akan membantu penelitian mengarahkan sasaran kerjanya. 
2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk 
penjelajahan pada obyek yang diteliti.
15
 Maka dari itu, dari uraian latar belakang 
masalah di atas yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak Politik  
Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna 
Rungu Indonesia di Kota Palembang)” dengan sub-sub permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna rungu) 
untuk memperoleh hak politiknya secara penuh? 
2. Bagaimana upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu 
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu)? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian tentunya memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Adapun 
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi bagi penyandang disabilitas 
(tuna rungu). 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & B, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.290. 
28 
 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam 
membantu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna 
rungu). 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam yang pertama 
adalah kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoritis, 
kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu 
pengetahuan dan khazanah wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dharapkan dapat menjadi acuan panduan bagi 
akademisi dan peneliti berikutnya di Prodi Politik Islam, Jurusan Politik Islam, 
Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk menghindari pengulangan kajian penelitian yang penulis lakukan 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain, penting kiranya untuk 
memaparkan karya ilmiah lain yang juga membantu dalam penelitian yang penulis 
lakukan tentang Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi 
Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang). 
Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan kajian penelitian ini. 
29 
 
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Choirun Nisa (2017) Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul ”Hak-Hak Politik Warga Negara 
Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif”. Dalam karya ini menjelaskan tentang hak politik dapat diartikan sebagai 
suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau 
diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut 
para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang 
dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), Hak politik adalah hak 
dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah 
negara atau memerintahnya. Pada hakikatnya hak politik dimaksud untuk 
melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak  penguasa, karena 
negara sedikit banyak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Untuk 
melaksanakan hak politik kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui 




Kedua, Jurnal yang dibuat oleh Dian Rachmawati Wasito dan Dwi 
Sarwindah S, “Penyesuaian Sosial Remaja Tuna Rungu yang Bersekolah di 
Sekolah Umum”. Bahwa Tuna Rungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau 
kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena kerusakan atau 
kehilangan kemampuan mendengar sedangkan remaja tuna rungu adalah 
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Choirun Nisa, ”Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam 
Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”,  Lampung. Skripsi (Lampung: Universitas Islam 
Negeri Raden Intan, 2017). 
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seseorang dengan batasan usia antara 12 hingga 21 tahun yang mengalami 
kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar.
17
 
Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh Eriec Hiariej, dkk, “Sejarah Politik 
Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, 
dan Politik Reprsentasi” menjelaskan tentang kewarganegaraan yang menekankan 
pengakuan dan perlindungan hak-hak kewargaan di wilayah publik di satu sisi, 




Keempat, Jurnal yang dibuat oleh Kemendagri yang membahas tentang 
“UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Menjelaskan 
tentang pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 dan membahas tentang hak-hak politik penyandang 




Kelima, Jurnal yang dibuat oleh Kemenkumham yang membahas tentang 
“Undang-Undang 1945 tentang Hak Asasi Manusia”. Menjelaskan tentang isi 
dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 dan 28 tentang Hak Asasi Manusia.
20
 
Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia (2016) 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pemenuhan 
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Dian Rachmawati Wasito dan Dwi Sarwindah S, “Penyesuaian Sosial Remaja Tuna 
Rungu yang Bersekolah di Sekolah Umum”, Surabaya. Jurnal (Surabaya: Fakultas Psikologi 
Universitas Hang Tuah, 3 Desember 2010). 
18Eriec Hiariej, dkk, “Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik 
Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Reprsentasi”, Yogyakarta. Jurnal (Yogyakarta: Penerbit 
PolGov). 
19
Kementerian Dalam Negeri, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”, (Jakarta, 11 Mei 2016). 
20
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-
perbandingan-konstitusi.html, diakses Rabu 2 mei 2018 Pukul 20:15. 
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Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Yogyakarta”. Yang menjelaskan tentang pemenuhan hak penyandang 
disabilitas, dan perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia 
sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi,  
Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluasnya bagi masyarakat termasuk 
masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik 
termasuk ikut serta dalam pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu 
dari rangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk 




Persamaan penelitian ini adalah fokusnya sama-sama tentang masalah 
Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas dan menggunakan penelitian 
deskriptif. Sehingga keenam referensi tersebut dapat membantu penulis dalam 
menyelesaikan penelitiannya. Karena sistem pembahasannya hampir sama dengan 
penulis.  
Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas tentang 
Penyandang Disabilitas dan menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan 
penelitian ini memfokuskan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas 
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Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga, 2016). 
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(Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota 
Palembang Periode Tahun 2009-sekarang) menggunakan pendekatan Kualitatif. 
Dari tinjauan pustaka di atas secara garis besar bahwa belum ada yang 
membahas secara khusus tentang Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang 
Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di 
Kota Palembang), sedangkan guna tinjauan pustaka di atas untuk menentukan 
posisi tulisan dimana dengan penelitian yang sudah ada, konteks pembahasan 
yang dilakukan oleh para penulis tersebut di atas mempunyai cakupan yang luas 
mengenai Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Maka penelitian yang 
dilakukan ini memfokuskan pada bidang mengenai “Pemenuhan Hak Politik Bagi 
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu 
Indonesia di Kota Palembang)”. 
 
G. Kerangka Teori 
Kerangka teori merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor dan variabel yang telah dikenali sebagai 
masalah yang penting untuk dipecahkan. Sedangkan teori adalah sebuah konsep 
abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut 
yang membantu kita memahami sebuah fenomenal.
22
 Penelitian ini berjudul 
“Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan 
untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)”.  
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Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan, serta 
untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap permasalahan. Untuk 
menjawab secara yang ada, maka diperlukan landasan teori. Beberapa teori yang 
dianggap relavan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari 
permasalahan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori ilmu politik 
menurut Miriam Budiardjo dan teori politik kewargaan menurut Kristian Stokke. 
Dalam buku Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa menurut John Locke 
hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk 
mempunyai milik (life, liberty and property).
23
 Selain itu, menurut Miriam 
Budiardjo hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan 
undang-undang (Pasal 28).
24
 Pemenuhan berbagai hak politik, antara lain 
kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.
25
 
Menurut Kristian Stokke konseptualisasi kewargaan yang luas dapat 
memberikan kerangka lebih menyuluruh untuk memperlajari konstestasi politik 
terkait atas masalah-masalah budaya, legal dan sosial, dan proses ekslusi dan 
inklusi. Kristian Stokke berpendapat bahwa gagasan tentang kewargaan 
menawarkan  sebuah basis konseptual untuk memeriksa perjuangan-perjuangan 
tersebut dengan cara yang lebih menyeluruh: sebagai politik kewargaan.
26
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Eric Hiariej dan Kristian Stokke, Politik Kewargaan Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm.23.  
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Transformasi makna menujukkan bahwa kewargaan tidak pernah menjadi 
model yang kekal, tetapi selalu konstektual dan politisi: bentuk dan substansi 
kewargaan merupakan hasil dari pertarungan kepentingan, strategi dan kapasitas 
dalam ruang politik yang beragam. Keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi 
merupakan elemen umum dalam politik kewargaan, sementara pelembagaan, 
bentuk-bentuknya melalui ruang-ruang politik dengan pemilahan strategi 
(strategic selectivity) atas beragam agenda, aktor, dan strategi.
27
 
Komponen kewargaan ketiga adalah serangkaian hak yang berhubungan 
dengan status keanggotaan dan kewargaan formal. Kebebasan sipil pada level 
individu menjadi prinsip utama untuk mendefinisikan kewargaan berdasarkan 
pendekatan liberal, namun hak juga dapat tampil dalam bentuk lain. Kategorisasi 
umum yang diinisiasi oleh Marshall meliputi tiga topologi hak: sipil, politik, dan 
sosial, antara lain sebagai berikut: 
Hak-hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, 
termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat 
kontrak dan memiliki property pribadi, dan hak untuk bebas berpikir dan memilih 
termasuk di dalamnya kebebasan berbicara dan pers, kebebasan beragama, dan 
bentuk-bentuk kebebasan lainnya yang terkait.  
Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam 
arena publik dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak 
membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan 
perlawanan, dan lain sebagainya.  





Hak-hak sosial meliputi hak kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan 
pensiun, hak memiliki kesempatan (khususnya dalam pendidikan dan pasar kerja); 
dan hak redistributif dan kompensasi, seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, 
pengangguran, dan kecelakaan kerja.
28
 
Kewargaan aktif misalnya, memiliki pengaruh besar pada kosntruksi 
wacana tentang identitas kultural dan partisipasi politik juga menjadi bagian 
penting pada pelembagaan dan realisasi berbagai bentuk hak kewargaan. Begitu 
juga hak-hak sosial dan politik dapat digunakan sebagai basis perjuangan bagi 
prinsip keanggotaan dan status legal yang inklusif. Status formal sebagai seorang 
warga negara juga membentuk inklusi dan keterkaitan dengna komunitas warga 
negara. Hal ini berarti bahwa politik kewargaan tidak semestinya dipahami dalam 
cara yang linear dan berurutan, namun lebih sebagai titik masuk dan pijakan yang 
kompleks dalam proses-proses politik yang selalu terbuka.
29
 
Menurut Kristian Stokke bahwa politik kewargaan sebagai perjuangan 
untuk keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi yang substansif dan 
terlembaga, atau dengan kata lain, sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, 
yuridis, sosial, dan politik. Politik kewargaan selalu kompleks dalam hal aktor, 










Eric Hiariej dan Kristian Stokke, Politik Kewargaan Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 





H. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai beriku: 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto, jenis penelitian yang terkait dalam aspek-




a. Penelitian ditinjau dari segi tujuan, yaitu penelitian deskriptif yaitu 
penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau 
terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang 
terkumpul diklasifikasikan atau di kelompok-kelompokkan menurut 
jenis, sifat atau kondisinya.
32
  
b. Ditinjau dari segi pendekatan, karena penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dalam arti menggunakan data kualitatif, maka ada tiga aspek 
pendekatan yaitu: pendekatan rasional yaitu mencari makna dari suatu 
masalah bukan hanya berdasarkan empirik sensual tetapi juga logika, 
pendekatan fenomenologi yaitu menginterpretasikan sebagai subjek 
dalam memaknai objek-objek disekitarnya, pendekatan filosofi yaitu 
melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha 
untuk menjawab dan memecahkan permasalahan ini dengan 
menggunakan metode analisis. Dalam hal ini peneliti melakukan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yaitu 
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c. Ditinjau dari segi ilmu, setiap bidang ilmu pengembangan melalui 
aktivitas penelitian setiap bidang ilmu memerlukan pengembangan 
melalui aktivitas penelitian, baik dari banyaknya ragam ataupun 
bidangnya. Dalam riset ini berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Politik Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
(Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di 
Kota Palembang)” maka masuk dalam bidang Ilmu Sosial Objek 
penelitian ilmu sosial adalah manusia dan fenomena sosial, dalam hal ini 
penelitian akan meningkatkan tentang “Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Politik Sesuai Dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
(Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di 
Kota Palembang)”. 
d. Ditinjau dari segi tempat penelitian, meliputi di lapangan (field research), 
penelitian di perpustakaan (library research), dan penelitian di 
laboratorium (laboratory research). Penelitian di lapangan (field 
research), penulis terjun langsung ke lapangan atau dilakukan di kantor 
organisasi Gerkatin yang bertempat di Jalan Mangkunegara Palembang 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh data 
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yang akurat. Selain itu penelitian lapangan, peneliti harus masuk ke 
dalam objeknya, artinya peneliti sendiri yang harus memperhatikan 
hubungan antar objek dan dirinya sendiri. Penelitian perpustakaan 
(library research) adalah penelitian yang menggunakan data dan 
informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam 
kepustakaan. Penelitian di laboratorium (laboratory research) adalah 
penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu atau laboratorium, 
biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Dalam penelitian di 
laboratorium dan perpustakan peneliti berada tetap di luar objeknya, 
artinya dirinya sendiri tidak ada hubungan dengan objek yang ditelitinya 
itu.
34
 Jika ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini adalah penelitian 
di lapangan, karena data yang diperlukan diperoleh di lapangan, karena 
itu peneliti harus menunggu terjadinya gejala yang menjadi objek 
observasinya itu. 
 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif. Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
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  Dalam penelitian ini yang diteliti adalah latar belakang Pemenuhan 
Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk 
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang). 
Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan, maka akan 
digunakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif 
dimana dari hasil peneliti tersebut akan menghasilkan data-data yang secara 
deskriptif tertulis dari pada penuturan, tindakan, praktik atau perilaku yang 
diamati secara langsung.
36
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan 
yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan apa yang sebenarnya terjadi. 
b. Sumber Data 
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data dalam usaha 
memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Sumber Data yang 
digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai 
berikut: 
1). Data Primer  
Data Primer merupakan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan 
cara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data asli. Untuk 
memperoleh data primer ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 
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informan. Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan 
peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 
2). Data Sekunder  
Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya data yang diperoleh dari hasil 
dokumen, skripsi, buku, jurnal dan laporan-laporan yang dianggap 
relevan dengan permasalahan penelitian. 
 
I. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Politik 
Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna 
Rungu Indonesia Di Kota Palembang). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengamatan (Observasi) yang dilakukan untuk mengungkap dan 
memperoleh deskripsi secara utuh dan sistematis tentang pemenuhan hak 
politik bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) di Kota Palembang. 
Dikarenakan objek kajian berada dalam kurun waktu yang lampau maka 
proses observasi mengarah pada melihat relevansi antara data-data yang 
didapatkan dengan fakta dan kondisi aktual sekarang. 
b. Wawancara (Interview) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan secara lebih terbuka 
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dan mendalam. Maksud dari wawancara ini adalah dengan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab secara secara langsung kepada organisasi 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) di Kota 
Palembang. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali lebih jauh 
data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. 
c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik 
berbentuk tulisan, gambar, maupun dokumen atau foto-foto kegiatan. Studi 
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara 
ataupun observasi dalam penelitian kualitatif. Sehingga data tersebut dapat 
membantu dalam memecahkan suatu permasalah di lapangan. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah terdokumentasikan 
dari data primer dan data sekunder yang telah disebutkan diatas sebagai 
sarana untuk mendapatkan data yang valid.  
d. Lokasi Penelitian dilakukan di kantor Gerkatin Jalan  MP Mangkunegara 
sebagai pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena penelitian ini ingin 
fokus pada “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota 
Palembang)”. 
 
J. Teknik Analisis Data 
Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan teknik 
pengumpulan data tertentu di dapat data mentah, data tersebut kemudian diolah. 
Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengolahan data dengan 
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menyederhanakan data ke dalam bentuk lain dengan tujuan agar data-data tersebut 
menjadi lebih mudah dipahami, dan jelas mengenai problem yang diteliti dengan 
hasilnya agar dapat diujikan kebenarannya.
37
 Analisis Data yang digunakan 
adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode yang digunakan 
untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
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Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data 
dilapangan model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisa data kualitatif digunakan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus secara tuntas. Langkah-langkah analisa data Model Miles dan Huberman, 
yaitu: 
a. Data Display (Penyajian Data) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart dan selanjutnya. Yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 
bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
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b. Data Reduction (Reduksi Data) 
Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
perlu. 
c. Manipulasi Data  
Manipulasi Data yaitu bentuk analisis yang mengubah atau 
menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecahkan dalam 
kelompok-kelompok, yang kemudian, dilakukan manipulasi data sedemikian rupa 
sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan 
bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, 
mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah 
tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah 
memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data-data mudah 
dibaca, dipahami, dan diinterpretasi.
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d. Conlusion Drawing/Verifaction (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) 
Langkah ke tiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 
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bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelapangan mengumpulkan 
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. Temuan dapat berubah deskriptif atau gambaran suatu objek 
yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 




K. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, 
maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Seluruh 
pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam V BAB, dan memiliki beberapa 
sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya. Adapun rincian dalam 
pembahasannya sebagai berikut: 
Bab I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan sebagai pengantar 
pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab 
pertama ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  tinjauan pustaka, 
kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II DESKRIPSI ORGANISASI GERKATIN KOTA PALEMBANG, 
akan membahas mengenai profil organisasi Gerkatin (Gerakan untuk 
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) di Kota Palembang yang merupakan 
tempat yang akan dijadikan subjek oleh peneliti di Kota Palembang meliputi 
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sejarah berdirinya organisasai Gerkatin di Kota Palembang, lahirnya pendiri 
organisasi gerkatin, visi dan misi, tujuan organisasi Gerkatin, tugas pokok 
organisasi Gerkatin, Usaha organisasi Gerkatin, dan struktur organisasi Gerkatin. 
Bab III HAK POLITIK KAUM DISABILITAS DI GERKATIN KOTA 
PALEMBANG, bab ini merupakan bab analisis data tentang persoalan pokok 
yang dikaji yaitu pemenuhan hak politik Bagi penyandang disabilitas (Studi Kasus 
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), kendala 
apa yang menghambat penyandang disabilitas mendapatkan haknya terutama hak 
politik, dan apa upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan 
pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. 
Bab IV PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan 






DESKRIPSI ORGANISASI GERKATIN KOTA PALEMBANG 
 
A. Sejarah Organisasi 
Organisasi kaum Tuna Rungu pertama kali dibentuk pada tanggal 11 
Januari 1961 di Bandung dengan nama Serikat Kaum Tuli Indonesia dan disingkat 
dengan nama Sekatubi. Pada saat awal pembentukan, organisasi ini berjumlah 42 
orang. Anggotanya terdiri dari teman-teman tuna rungu, Sekatubi memiliki 
kepengurusan yang di pimpin A.N Siregar dan dibantu oleh penulis (sekarang 
disebut sekretaris) Mumuh Wiraadmaja, bendahara JWAA Menich (Cobus), 
dibantu oleh Inke Pietersz dan Tan Oi Lu. 
Masih di tahun yang sama, tanggal 20-23 Mei 1961 diadakan konfrensi di 
Semarang yang dihadiri oleh 32 orang. Saat itu keputusan hasil konfrensi adalah 
terbentuknya organisasi kaum tuna rungu di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
Untuk daerah Jawa Barat berkedudukan di Bandung dan nama Sekatubi berubah 
menjadi Angkatan Muda Kaum Tuli Republik Indonesia disingkat AMKTRI.
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Hasil rapat anggota tanggal 14 Juni 1961 No. Kep. 079/PPD/1961 memilih 
Siregar menjadi Ketua Organisasi dibantu oleh Wakil Ketua Achmad Djayadireja, 
Penulis Amat Suramin Kartoatmojo, Bendahara I Mumuh Wiraadmaja, Bendahara 
II Ibrahim Ranadipra, Pembantu JWAA Menich (Cobus). 
Sedangkan AMKTRI untuk daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di 
Yogyakarta atau Purworejo memiliki Ketua Thomas Dirdjowinoto, Wakil Ketua 
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Oei Tjing Swan, Penulis Soedarmanto, Bendahara I Nyoo Kim Swan/Paul, 
Bendahara II Hermawan Purwito, Pembantu Soehartono Prawirodirdjo. 
Kemudian nama organisasi AMKTRI berubah setelah diadakan rapat 
organisasi tanggal 14-16 Maret 1965 yang menjadi GKTI (Gerakan Kaum Tuli 
Indonesia). Isi dari rapat ini membicarakan perkembangan organisasi daerah 
menjadi organisasi pusat. Kepengurusan GKTI adalah Ketua Irmin 
Tjokrohadisuryo dan Wakil Ketua Siregar. 
Pada tanggal 22 Mei 1966 atas ijin dari pemerintah pusat dan sesuai 
dengan Surat No. 11/PenPres5/Dit.Intel/1966 yang isi suratnya mengijinkan 
berlangsungnya konfrensi kaum tuli di Jakarta menghasilkan terbentuknya 
Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin). Konfrensi ini dihadiri 
oleh kaum tuna rungu dari Kota Semarang, Solo, Bogor, Bandung dan Tangerang 
berjumlah 99 peserta yang semuanya kaum tuna rungu. Selain itu dihadiri pula 
dua orang Wartawan dan satu orang dari Kepolisian.
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Konferensi berjalan tertib dan aman dan menghasilkan susunan 
kepengurusan sebagai berikut: 
1. Ketua Umum  : Irmin Tjokrohadisuryo 
2. Ketua I   : A.N.Siregar 
3. Ketua II   : Adrian Pieterz 
4. Sekertaris Umum  : A.N.Siregar 
5. Sekertaris I  : Oei Tjing Swan 
6. Sekertaris II  : Lily Notokusumo 





7. Bendahara Umum : Thomas Dantyo Dirdjowinoto 
8. Bendahara I  : Pryo Nugroho 
9. Bendahara II  : Wianti Amiarsa 
10. Pembantu Umum  : Tibib Wibisono 
11. Pembantu I  : Ria Amiarsa 
12. Pembantu II  : Koen Dibyo P 
13. Pembantu III  : Tjipto Rahayu 
Setelah mengadakan Kongres Nasional Gerkatin di Jakarta tanggal 21-23 
Februari 1981, nama Gerkatin disempurnakan menjadi Gerakan untuk 
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia. Akhirnya, berkat perjuangan Bapak 
A.N.Siregar, kaum tuna rungu mengangkat beliau sebagai Bapak pendiri 
Organisasi Kaum Tuna Rungu yang pertama.
44
 Tanpa perjuangan beliau, 
masyarakat tidak akan mengenal tuna rungu dan tuna rungu juga tidak akan tahu 
identitasnya sendiri. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2018 
di kantor organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan bapak Tatang Junaedi 
selaku Bendahara DPD organisasi Gerkatin Sumatera Selatan mengatakan bahwa 
setelah diresmikannya pada tahun 1981, organisasi Gerkatin ini telah berdiri di 
berbagai provinsi maupun kota yang ada di Indonesia.
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Akan tetapi, sebelum organisasi ini diresmikan di Kota Palembang pada 
tahun 2009, awalnya mereka mengenal terlebih dahulu Badan Persatuan Orang 
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Cacat yang disingkat menjadi BPOC pada tahun 1999 dan selanjutnya di tahun 
yang sama dibentuklah Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu Indonesia yang 
disingkat menjadi POTURI yang diketuai pertama kali oleh Bapak Iwan 
Oktarianto Lubis yang sekarang menjabat menjadi ketua DPD organisasi Gerkatin 
Sumatera Selatan.  
Pada tahun 2007 diadakan Rapat Kerja Nasional I di Jakarta melalui surat 
yang berisi tentang kelompok tuna rungu yang ada di Kota Palembang harus 
mengikuti rapat untuk membentuk organisasi Gerkatin Kota Palembang yang 
dikirim oleh Ibu Gita yang diwakilkan melalui Dewan Pengawas Organisasi yang 
disingkat menjadi DPO. Setelah rapat itu berlangsung, akhirnya 2 tahun 
kemudian, pada tahun 2009 Organisasi Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan 
Tuna Rungu Indonesia) akhirnya diresmikan di Kota Palembang. Dan memiliki 
65 anggota organisasi Gerkatin Kota Palembang. Sejak awal diresmikannya 
organisasi Gerkatin ini, selanjutnya dibentuk Ketua Dewan Pengurus Daerah atau 
yang disingkat menjadi DPD Sumatera Selatan dan Ketua Dewan Pengurus 
Cabang Kota Palembang atau yang disingkat menjadi DPC Palembang.  
Pemilihan Ketua DPD dan DPC organisasi Gerkatin dilaksanakan selama 
3 Periode. Periode pertama pada tahun 2009-2013 selama (4 tahun), Periode 
kedua pada tahun 2013-2017 selama (4 tahun), dan Periode ketiga pada tahun 
2017-2022 selama (5 tahun).
46
 
Adapun berikut beberapa nama pengurus organisasi Gerkatin di Sumatera 
Selatan, Kota Palembang, yaitu: 
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1. Ketua Dewan Pengurus Daerah Sumatera Selatan  : Iwan Oktarianto L 
2. Wakil Dewan Pengurus Daerah Sumatera Selatan : Fajar 
3. Ketua Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang : Desi Ana Amalia 
4. Wakil Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang : Yudha Tri 
5. Sekretaris organisasi Gerkatin Sumatera Selatan : Muhammad Fadhil 
6. Sekretaris organisasi Gerkatin Kota Palembang : Herman 
7. Bendahara organisasi Gerkatin Sumatera Selatan : Tatang Junaedi 
8. Bendahara organisasi Gerkatin Kota Palembang : Muhammad Syarif 
Sekretariat gerkatin yang ada di Kota Palembang ini bertempat di JL. MP 
Mangkunegara di sebelah pertuni (panti pijat tuna netra) dan berdampingan 
dengan kantor satpol PP. Sekretariat merupakan tempat mereka berkumpul, 
bermusyawarah dan belajar mengasah bahasa isyarat dengan sesama mereka 
ataupun untuk orang-orang dengar yang ingin belajar bahasa isyarat dan dibuka 
setiap hari minggu. Mereka juga tidak memberikan tarif (gratis) bagi orang-orang 
dengar yang ingin belajar bahasa isyarat. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2018 di 
Sekretariat organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan bapak Iwan Oktarianto 
Lubis selaku ketua Dewan Pengurus Daerah organisasi Gerkatin Sumatera Selatan 
mengatakan bahwa sejak dibentuknya organisasi Gerkatin di Kota Palembang, 
banyak tuna rungu yang ikut bergabung untuk saling bersosialisasi ke sesama tuna 
rungu yang lainnya, berbagi informasi dan saling berbagi ilmu dalam hal apapun. 
Teman-teman tuna rungu juga merasa bahwa organisasi Gerkatin ini menjadi 
wadah dalam bersosialisai yang paling penting bagi mereka, karena mereka bisa 
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Bapak Iwan juga mengatakan bahwa mereka sekarang sedang 
mempersiapkan kamus bahasa isyarat Kota Palembang, karena di setiap provinsi 
maupun daerah di seluruh Indonesia bahasa isyaratnya berbeda-beda gerakan, 
namun ada juga beberapa bahasa isyarat yang memiliki gerakan yang sama di 
seluruh Indonesia. 
 
B. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Oganisasi Gerkatin 
1. Anggaran Dasar Organisasi 
Dalam Pasal 36 
Tentang Keuangan 
Sumber-sumber Keuangan dan Administrasi Keuangan 
1. Keuangan organisasi diperoleh dari: 
a. Iuran anggota. 
b. Bantuan pemerintah. 
c. Sumbangan yang tidak mengikat. 
d. Usaha-usaha yang mengikat dan halal. 
e. Bantuan pemerintah atau swasta dari dalam atau luar negeri yang 
tidak mengikat. 
f. Peralihan hak untuk dan atas nama organisasi. 
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2. Uang yang tidak segera dipakai organisasi wajib disimpan pada suatu 
bank dengan rekening atas nama organisasi. 
3. Penerimaan dan pengeluaran dana organisasi wajib dilaporkan pada 
saat Rapat Pengurus. 
4. Setiap donatur dan para sponsor berhak untuk menerima salinan 
keuangan sebagai laporan tahunan. 
5. Setiap Pengurus DPP, DPD, DPC mendapatkan honor yang jumlahnya 




2. Anggaran Rumah Tangga Organisasi 
Dalam Pasal 36 
Tentang Perubahan dan Penjabaran Anggaran Rumah Tangga 
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilaksanakan oleh Kongres 
Nasional dan Kongres Nasional Luar Biasa. 
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ART ini 
serta penjabaran dan pelaksanaannya akan ditetapkan di kemudian 
hari dalam peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan 
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C. Visi dan Misi 
1. Visi Organisasi Gerkatin 
a. Mencapai kesetaraan kesempatan dalam semua aspek kehidupan dan 
penghidupan. 
b. Menciptakan organisasi tuna rungu yang madani. 
c. Menjadi organisasi Nasional yang bermitra dengan pemerintah dan 
non pemerintah untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan dalam 
kesempatan, meningkatan kesejahteraan dan kompetensi tuna rungu 
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
2. Misi Organisasi Gerkatin 
a. Memberdayakan penyandang tuna rungu agar turut berperan aktif 
selaku insan pembangunan yang berintegrasi, mandiri dan produktif di 
era globalisasi. 
b. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran umum melalui media sosial 
dan informasi tentang kemampuan tuna rungu menggunakan bahasa 
isyarat dalam berkomunikasi. 
c. Melindungi dan melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan 
pencapaian kesejahteraan tuna rungu. 
d. Menjembatani keterpaduan langkah, potensi penyandang tuna rungu 
dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi dan relevansi 
dengan kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat. 
e. Meningkatkan peran tuna rungu dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
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f. Memperbaiki dan meningkatkan peran dan citra kaum tuna rungu 




D. Tujuan Organisasi Gerkatin 
Tujuan organisasi Gerkatin adalah sebagai berikut: 
1. Menghimpun tuna rungu warga Negara Indonesia. 
2. Menjalin persatuan dan pembina komunitas tuna rungu dan non tuna 
rungu di Indonesia. 
3. Menggali potensi dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tuna 
rungu Indonesia. 
4. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi dan 
komunitas tuna rungu yang menangani tuna rungu baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri. 
5. Berperan aktif membantu melaksanakan usaha-usaha pemerintah dalam 
program pengembangan kesejahteraan sosial tuna rungu di Indonesia. 
6. Mengupayakan pemenuhan hak-hak tuna rungu Indonesia. 
7. Memperjuangkan kesamaan kesempatan tuna rungu dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan. 
8. Untuk mencapai tujuannya Gerkatin dapat membentuk lembaga atau 












E. Tugas Pokok Organisasi Gerkatin 
Tugas Pokok organisasi Gerkatin adalah sebagai berikut: 
1. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan Hak Asasi Manusia 
(HAM) warga tuna rungu. 
2. Menjalin kerjasama untuk memperjuangkan hak dan peningkatan kualitas 
pelayanan kesejahteraan sosial bagi tuna rungu. 
3. Menghilangkan diskriminasi terhadap tuna tungu dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan. 
4. Menjadi mitra kerja bagi anggota, masyarakat dan pemerintah. 
5. Mensosialisasikan serta mengupayakan persamaan hak kebutuhan 
aksesibiltas teknologi informasi dan komunikasi bagi tuna rungu. 
6. Mengembangkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi 
fungsi Bahasa Isyarat Indonesia. 
  
F. Usaha Organisasi Gerkatin 
Usaha-usaha yang dilakukan organisasi Gerkatin adalah sebagai berikut: 
1. Menggalang dan meningkatkan potensi sumber daya dan dana yang 
berasal dari dalam dan luar negeri. 
2. Menjadi anggota organisasi tuna rungu internasional. 
3. Mengupayakan dan menciptakan lingkungan yang akomodatif dan 
aksesibel bagi tuna rungu agar terwujud kemandirian, kesamaan, 
kesempatan dan partisipasi penuh dalam arti yang seluas-luasnya. 
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4. Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan 
sosial antar sesama organisasi kecacatan yang berbeda di tingkat 
nasional. 





G. Strukur Kepengurusan Organisasi Gerkatin 
Keanggotaan Organisasi Gerkatin terdiri dari pengurus-pengurus dan 
anggota di Kota Palembang. Masa bakti pengurus/anggota organisasi Gerkatin 
sudah dilaksanakan selama 3 periode. Periode pertama pada tahun 2009-2013 
selama (4 tahun), periode kedua pada tahun 2013-2017 selama (4 tahun) dan 
periode ketiga pada tahun 2017-2022 selama (5 tahun). Adapun bagan dari 
kepengurusan organisasi Gerkatin, sebagai berikut: 
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Bagan di atas adalah struktur kepengurusan dari organisasi Gerkatin.
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Berikut adalah penjabaran tentang peran dari masing-masing kepengurusan, antara 
lain: 
a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerkatin adalah Badan Pelaksana 
Organisasi Tertinggi di tingkat Nasional dan berwenang menetapkan 
dan melaksanakan kebijakan organisasi nasional yang berkedudukan di 
Ibukota Negara Indonesia. 
b. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah Badan Pelaksana Organisasi 
Daerah Tertinggi di tingkat Provinsi dan berwenang menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan organisasi daerah yang berkedudukan di 
Ibukota Provinsi. 
c. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah Badan Pelaksana Organisasi 
Cabang Tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan berwenang 
menetapkan dan melaksanakan kebijakan organisasi cabang yang 
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
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Adapun dari bagan struktur kepengurusan di atas bahwa setiap Dewan 
Pengurus Pusat, DPD, dan Dewan Pengurus Cabang Gerkatin memiliki susunan 
kepengurusan organisasi Gerkatin masing-masing sebagai berikut: 
1. Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Gerkatin terdiri atas: 
a. Ketua Umum 
b. Ketua I 
c. Ketua II 
                                                             
53






d. Sekretaris Umum 
e. Wakil Sekretaris Umum 
f. Bendahara Umum 
g. Wakil Bendahara Umum 
h. Bidang-bidang yang diperlukan.55 
2. Susunan Kepengurusan Dewan Pengruus Daerah Gerkatin terdiri atas: 
a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Wakil Sekretaris 
e. Bendahara 
f. Wakil Bendahara 
g. Bidang-bidang yang diperlukan.56 
3. Susunan Kepengurusan Dewan Pengruus Cabang Gerkatin terdiri atas: 
a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Wakil Sekretaris 
e. Bendahara 
f. Wakil Bendahara 
g. Bidang-bidang yang diperlukan.57 
 









H. Kegiatan Organisasi Gerkatin Kota Palembang 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2018 di 
sekretariat organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan Ibu Ika selaku anggota 
organisasi Gerkatin mengatakan bahwa selama 18 tahun organisasi Gerkatin 
berdiri, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Seperti pada tahun 
2012 mereka ikut serta dalam acara Pameran South Sumatera Expo. Di sana 
mereka memperkenalkan Bahasa Isyarat Indonesia atau yang disingkat menjadi 
BISINDO agar masyarakat sedikit memahami bagaimana cara mereka 
berkomunikasi ke sesama mereka melalui Bahasa Isyarat.
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Pada hari kemerdekaan Indonesia, mereka membuat perayaan dalam 
memperingati tujuh belas agustusan di SLB-B Negeri Pembina yang terletak di 
Jalan kebun bunga km.9,5 Palembang. Disana mereka mengadakan berbagai 
macam lomba untuk sesama tuna rungu dan mereka juga megadakan doorprize 
agar acara tersebut lebih seru. 
Tak hanya itu, pada saat memperingati Hari Tuli Internasional pada tahun 
2017, mereka mengadakan acara jalan santai dan melakukan aksi damai di jalan 
dengan membawa papan yang bertuliskan kata-kata beserta gambar agar dilihat 
para pengguna jalan saat mereka melakukan aksi jalan santai yang di mulai dari 
Kantor Dinas Sosial Provinsi dan di akhiri di Kantor Dinas Sosial Provinsi dan 
acara ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tak hanya itu saja, selama 
berlangsungnya acara tersebut mereka juga mengadakan berbagai rangkaian 
lomba untuk memeriahkan acara tersebut. 
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Organisasi Gerkatin dibantu para volunteer juga mengadakan acara 
sosialisasi yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi dan universitas-
universitas yang ada di Palembang dengan bertujuan untuk memperkenalkan 
organisasi Gerkatin di masyarakat umum. Seperti universitas Bina Darma yang 
melakukan kerjasama dengan organisasi Gerkatin untuk mengajari mahasiswa 
jurusan komunikasi belajar bahasa isyarat dan beberapa anggota organisasi 
tersebut diangkat sebagai tenaga pengajar di sana. Menghadiri undangan terbuka 
dari Gubernur Sumatera Selatan dalam berbagai acara, seperti buka bersama di 
Griya Agung. 
Pada tahun 2018 organisasi Gerkatin melakukan aksi damai di Kambang 
Iwak Park dalam memperingati Hari Tuli Internasional, mereka juga memberikan 
penghargaan kepada para volunteer atau relawan tuna rungu dan penerjemah 
sebagai bentuk terima kasih mereka karena telah membantu mereka selama 
beberapa tahun ini. Dan sama seperti Hari Tuli Internasional pada tahun 
sebelumnya, mereka juga mengadakan beberapa lomba untuk memeriahkan acara 
tersebut. Selain itu, mereka juga membuka ruang bagi orang dengar yang ingin 













A. Pemenuhan Hak Politik 
1. Hak Politik  
Berdasarkan data-data yang telah peneliti dapatkan dilapangan, maka 
pada bab ini ditampilkan pemaparan data dan hasil analisis data. Sebelum 
mengetahui Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (tuna tungu), 
maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak 
politik. Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan 
pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan 
bermasyarakat di suatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak 
yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota 
organisasi (negara), Hak politik adalah hak dimana individu memberi andil 
melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah negara atau memerintahnya.
59
 
Dalam buku Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa menurut John Locke 
hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk 
mempunyai milik (life, liberty and property).
60
 Selain itu, menurut Miriam 
Budiardjo hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan 
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 Pemenuhan berbagai hak politik, antara lain 
kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.
62
 
Sedangkan menurut Kristian Stokke konseptualisasi kewargaan yang luas 
dapat memberikan kerangka lebih menyeluruh untuk memperlajari konstestasi 
politik terkait atas masalah-masalah budaya, legal dan sosial, dan proses ekslusi 
dan inklusi. Kristian Stokke berpendapat bahwa gagasan tentang kewargaan 
menawarkan  sebuah basis konseptual untuk memeriksa perjuangan-perjuangan 
tersebut dengan cara yang lebih menyeluruh: sebagai politik kewargaan.
63
 Adapun 
kategoris umum yang diinisiasi oleh Marshall yaitu hak politik. Hak-hak politik 
adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses 
politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan 




Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak 
politiknya masing-masing. Akan tetapi, tidak semua individu mendapatkan hak 
politiknya secara penuh seperti penyandang disabilitas kategori tuna rungu. Ada 
dua faktor kendala yang mereka hadapi dalam mendapatkan hak politiknya secara 
penuh, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Hal ini lah yang membuat 
mereka sulit mendapatkan hak politik tersebut. 
Hak politik termasuk hak yang paling penting bagi penyandang 
disabilitas (tuna rungu) karena melalui hak politik penyandang disabilitas (tuna 
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rungu) dapat berpartisipasi kepada pemerintah, dapat mengetahui partai politik 
secara lebih dalam dan dapat berperan di dalam suatu pemerintahan. Sebagai 
negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka 
ruang seluasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas 
untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam 
pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari rangkaian hak yang juga 
dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.
65
 
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap 
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik 
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
66
 Salah satunya adalah 
hak politik bagi penyandang disabilitas. 
Hak politik mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan 
untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum 
maupun penyandang disabilitas sama-sama memiliki hak politik. Seperti yang 
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas Pasal 13 yang berisi tentang Hak Poltik Penyandang Disabilitas. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerkatin Provinsi 
Sumatera Selatan Iwan Oktarianto Lubis Periode 2017-2022 sebagai berikut:  
“Kami penyandang disabilitas (tuna rungu) tahu tentang hak-
hak politik yang seharusnya kami dapati secara penuh melalui 
Organisasi Gerkatin, Guru SLB dan juga Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 
13. Karena walaupun kami penyandang disabilitas (tuna rungu) 
kami juga harus tahu apa saja hak-hak yang kami dapatkan 
sebagai warga negara seperti hak politik.”67 
 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggota organisasi Gerkatin dapat 
mengetahui hak-hak politik mereka dari tiga sumber di atas, yaitu dari Organisasi 
Gerkatin, Guru SLB (Sekolah Luar Biasa) dan juga Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13. Sebagai warga negara yang 
dilindungi negara, penyandang disabilitas berhak mengetahui apa saja hak-hak 
yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak politik. Karena dengan begitu 
mereka bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara seperti masyarakat pada 
umumnya. Adapun di dalam hak politik tersebut terdapat hak politik yang sudah 
mereka dapatkan dan belum didapatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota 
organisasi Gerkatin Yeni Yenfrika sebagai berikut: 
“Hak politik yang sudah didapatkan saat ini adalah hak 
memilih, memperoleh akses sarana dan prasarana pada saat 
pemilu, kalau hak politik yang belum didapatkan adalah hak 
menjadi pengurus atau anggota partai politik, menyalurkan 
aspirasi politik dan hak dipilih seperti di dalam Undang-
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Dari paparan di atas dapat di analisis bahwa bahwa penyandang 
disabilitas (tuna rungu) belum sepenuhnya mendapatkan hak politiknya sebagai 
warga negara. Karena masih ada beberapa hak politik yang belum mereka 
dapatkan sampai saat ini. Padahal hak politik itu penting bagi seseorang atau 
sekelompok orang tanpa dibeda-bedakan melalui rasnya, agamanya, keadaaan 
fisiknya dan keadaan sosialnya. Akan tetapi hak politik harus dimiliki oleh setiap 
orang sebagai warga negara tanpa adanya perbedaan dan adanya diskriminasi 
karena suatu perbedaan.  
Hak politik merupakan hak yang seharusnya dapat terealisasikan secara 
merata di berbagai provinsi maupun daerah di Indonesia tanpa adanya suatu 
kendala yang dapat menyulitkan seseorang untuk mendapatkan hak politiknya 
sebagai warga negara terutama hak politik bagi penyandang disabilitas. Adapun 
beberapa hak politik penyandang disabilitas, antara lain: 
a. Hak Memilih dan Dipilih 
Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Tentang HAM Khusus 
Pasal 43, sebagai berikut: 
1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 




3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.69 
Selain hak untuk memilih, hak untuk dipilih juga melekat pada diri 
penyandang disabilitas, karena itu termasuk dalam hak politik. Namun, kecil 
harapan untuk penyandang disabilitas dapat mencalonkan dirinya di Pemerintahan 
dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang menghambat mereka untuk maju 
mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tak hanya itu saja, pada saat ini hak 
memilih langsung melalui rakyat tanpa melalui MPR (Majelis Permusyawaratan 
Rakyat) seperti saat dulu pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau yang 
lebih dikenal dengan panggilan Presiden Gusdur. Karena yang kita ketahui 
Presiden Gusdur merupakan penyandang disabilitas kategori tuna netra.  
Pada zaman sekarang juga calon yang ingin mencalonkan diri menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD dan lain-lain harus 
memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Beberapa diantara syarat 
tersebut merupakan syarat umum yang mengharuskan calon legislatif memiliki 
riwayat sehat jasmani dan rohani. Syarat yang sudah ditetapkan ini menjadi 
penghalang bagi penyandang disabilitas untuk bisa dipilih dan berkontribusi di 
dalam Pemerintahan. Karena hal itu, penyandang disabilitas berharap bagi 
penyelenggara pemilu harus membuat kebijakan bersifat politik yang lebih 
memihak kepada penyandang disabilitas di Indonesia.  
Dari hasil wawancara dengan kepengurusan inti organisasi Gerkatin 
bahwa Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas ialah hanya hak 
memilih dan dipilih tidak ada hak yang lain yang mereka dapatkan, seperti yang 
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diungkapkan oleh Muhammad Fadhil Selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah 
Sumatera Selatan Periode 2017-2022 sebagai berikut: 
”Ya, saya tahu tentang hak-hak politik penyandang disablitas. 
Adapun hak-hak politik penyandang disabilitas yang saya 
ketahui adalah hak memilih dan dipilih, memilih partai politik, 
dan hak memperoleh akses sarana dan prasana di TPS.”70 
 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas (tuna 
rungu) mengetahui tentang hak-hak politiknya sebagai penyandang disabilitas. 
Penyandang disabilitas juga harus tahu apa saja isi dari hak politik mereka, karena 
hak politik mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan untuk 
berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum maupun 
penyandang disabilitas sama-sama memiliki hak politik. Seperti yang tercantum 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
Pasal 13 yang berisi tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas. 
Selain tuna rungu, pada saat ini orang dengan gangguan jiwa atau 
disingkat menjadi ODGJ juga bisa mendapatkan hak memilih pada saat 
diadakannya pemilu dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XIII/2015. Seperti yang dikatakan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra dalam 
wawancara di media berita pada tanggal 21 November 2018 bahwa KPU tidak 
asal memasukkan seseorang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), termasuk ODGJ. 
"Pengakomodiran kami lakukan karena ada putusan MK," terangnya kemarin 
(21/11). Putusan MK itu bernomor 135/PUU-XIII/2015. 
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Menurut Ilham Saputra selaku Komisioner KPU mengatakan bahwa 
syarat baru yang harus dilengkapi ODGJ untuk mencoblos adalah harus memiliki 
surat keterangan sehat dari dokter. "Bila doker mengatakan dia bisa memilih, ya 
bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih," lanjut mantan wakil ketua 
KIP Aceh itu. KPU akan memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas, 
yakni disabilitas mental. 
Adapun syarat untuk ODGJ agar memiliki hak pilih tetap sama dengan 
mereka yang non-ODGJ. Harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki e-KTP. 
Tanpa e-KTP, meski dinyatakan sembuh oleh dokter, dia tidak akan bisa dicatat 
dalam DPT. ODGJ juga memiliki sejumlah kategori yang bergantung pada tingkat 
gangguan jiwanya. Ada yang memang benar-benar sampai hilang ingatan, tapi ada 
yang stres berat. Beberapa jenis gangguan jiwa masih mungkin untuk diupayakan 
kesembuhannya. Dan semua ODGJ harus terdaftar di dalam DPT kalau tidak 
didaftar di DPT, nanti saat hari pemungutan suara ternyata sembuh, berarti 
pemilih ini kehilangan hak pilih.
71
 
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak problematika 
di dari berbagai kalangan karena dianggap tidak masuk akal jika ODGJ bisa 
memiliki hak pilih. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa 
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b. Memperoleh Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Pemilu 
Lembaga Penyelenggara Pemilu (Electoral Management Bodies/EMBs) 
di seluruh dunia menggunakan berbagai bentuk teknologi dengan maksud 
memperbaiki proses pemilu. Teknologi yang digunakan di pemilu beragam mulai 
dari perangkat dasar seperti pena, mesin tik manual, kalkulator elektronik dan 
radio, hingga berbagai teknologi yang lebih canggih seperti komputer dan radio, 
mesin pemungutan suara elektronik, dan internet. Teknologi ini digunakan di 
seluruh tingkat pemilihan umum dan jika dilaksanakan sebagaimana mestinya 
dapat berguna sebagai peralatan untuk mengakses pemilihan umum yang penting 
bagi para penyandang disabilitas. 
Indonesia berusaha menerapkan teknologi di seluruh tahap proses 
pemilihan agar penyandang disablitas dapat memperoleh aksesibilitas sarana dan 
prasarana pemilu dan untuk memastikan bahwa teknologi pemilu yang baru tidak 
menciptakan rintangan yang baru bagi para penyandang disabilitas. Sebagai 
contoh, banyak negara yang sekarang menggunakan mesin pemungutan suara 
elektronik (electronic voting machines/EVM) yang tidak dapat diakses oleh orang 
penyandang disabilitas tertentu. Ini merupakan hal yang penting bagi Pemerintah 
dan KPU di Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh teknologi baru yang akan 
digunakan di dalam pemilihan umum, seperti EVM, dapat diakses oleh 
penyandang disabilitas.
72
 Karena dalam hal ini, penyandang disabilitas memiliki 
banyak kategori yang tidak sama satu sama lainnya, perbedaan ini lah yang 
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menjadi tugas besar bagi KPU dan Pemerintah kedepannya agar seluruh 
penyandang disabilitas di Indonesia bisa mencoblos di TPS tanpa terkecuali. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2018 
di sekretariat organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan bapak Herman Selaku 
Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota Palembang mengatakan bahwa 
KPU dan Pemerintah harus memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas 
terutama tuna rungu di seluruh Indonesia secara merata seperti arahan petunjuk 
yang ditempel di TPS saat diadakannya pemilu.
73
 Dengan adanya arahan 
petunjuk, tuna rungu bisa mengerti langkah demi langkah dalam pencoblosan. 
Peran KPU dan Pemerintah juga sangat penting untuk hal ini, agar semua 
penyandang disabilitas (tuna rungu) di Indonesia dapat merasakan mencoblos 
calon legislatif yang diminati. 
Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa KPU dan pemerintah harus 
memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas secara merata di seluruh 
provinsi maupun daerah di Indonesia. Selain itu, KPU juga harus menyediakan 
alat peraga dalam kampanye seperti penerjemah di stasiun televisi untuk 
penyandang disabilitas terutama tuna rungu. Karena dengan adanya alat peraga 
dalam kampanye memudahkan tuna rungu untuk dapat mengerti visi, misi, dan 
tujuan dari calon legislatif yang sedang berkampanye. 
c. Memperoleh Pendidikan Politik 
Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap 
politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara 
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sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi 
politik masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai 
yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun.
74
 
Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan politik, baik dari 
orang tua, guru maupun masyarakat sekitarnya untuk mengetahui bagaimana 
sistem dalam pemerintahan yang baik. 
Selain itu, pendidikan politik adalah suatu proses penanaman nilai-nilai 
politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun 
informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warga 
negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan 
kewajiban serta bertanggung jawab.
75
 Sebagai warga Negara kita harus 
mengetahui apa itu pendidikan politik, bagaimana kita dapat memahami 
pendidikan politik. Dan pendidikan politi tidak hanya untuk masyarkat umum saja 
namun juga untuk penyandang disabilitas. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2018 
di kantor organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan Opi selaku anggota  
organisasi Gerkatin Sumatera Selatan mengatakan bahwa tuna rungu belum 
mendapatkan pendidikan politik dari pemerintah Dinas Sosial Kota Palembang. 
Selain itu, kurangnya perhatian dari keluarga juga menjadi kendala untuk tuna 
rungu dapat mengetahui tentang pendidikan politik. Pemerintah harus lebih 
memperhatikan pendidikan politik bagi tuna rungu untuk meningkatkan 
pengetahuan mereka tentang perpolitikan di Indonesia. Pendidikan politik yang 
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tuna rungu dapatkan dari organisasi Gerkatin hanya sedikit dan itu terbatas 
dikarenakan sulitnya mendapatkan info yang benar tentang perpolitikan di 
Indonesia khususnya di Kota Palembang. Oleh karena itu, setiap individu berhak 
mendapatkan pendidikan politik, baik dari orang tua, guru maupun masyarakat 
sekitarnya untuk mengetahui bagaimana sistem dalam pemerintahan yang baik 
dan bagaimana perpolitikan di Indonesia. 
 
B. Kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Politik 
Dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas juga mengalami 
kendala saat mendapatkan hak politiknya secara penuh. Adapun faktor internal 
dan eksternal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak politik, sebagai 
berikut: 
1. Faktor Internal 
Kendala yang dialami penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak 
politiknya secara penuh tidak hanya dari faktor eksternal saja akan tetapi juga dari 
faktor internal, yang disebabkan oleh keterbatasan fisiknya seperti yang dialami 
oleh tuna rungu. Tuna Rungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau 
kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena kerusakan atau 
kehilangan kemampuan mendengar sedangkan remaja tuna rungu adalah 
seseorang dengan batasan usia antara 12 hingga 21 tahun yang mengalami 
kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar.
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 Secara fisik tuna rungu 
memang tidak terlihat adanya keterbatasan fisik, namun jika diajak berinteraksi 
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barulah kelihatan bahwa mereka ada keterbatasan fisik pada pendengaran dan 
berbicara.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2018 
di kantor organisasi Gerkatin Kota Palembang dengan bapak Tatang Selaku 
selaku mantan wakil DPD organisasi Gerkatin Sumatera Selatan mengatakan 
bahwa tuna rungu belum secara penuh mendapatkan hak politiknya dikarenakan 
adanya kendala untuk memperoleh hak politiknya sebagai warga Negara yang 
disebabkan oleh keterbatasan fisik seperti yang dialami oleh tuna rungu. 
Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syarif Selaku Bendahara 
Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota Palembang Periode 2017-2022 sebagai 
berikut: 
“Kendala yang kami hadapi untuk memperoleh hak politik 
adalah karena adanya keterbatasan fisik yang kami alami, 
susahnya berinteraksi kepada masyarakat umum dan adanya 
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (tuna rungu) yang 
membuat kami kesulitan untuk mendapatkan hak-hak politik.”77 
 
Dari data di atas dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas (tuna 
rungu) masih ada yang mengalami kendala untuk memperoleh hak politiknya 
secara penuh dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang ada sejak lahir maupun 
dikarenakan sakit yang membuat mereka secara fisik tidak terlihat sempurna 
seperti masyarakat pada umumnya. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar 
dan masih adanya diskriminasi terhadap tuna rungu yang dianggap tidak berguna 
oleh beberapa oknum masyarakat. Maka dari itu, seharusnya kita masyarakat pada 
umunya bisa membuat mereka merasa diperhatikan dan tidak merasa di 
                                                             
   
77
Muhammad Syarif, (Bendahara Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota Palembang 
Periode 2017-2022), Wawancara, Palermbang, Pada tanggal 25 November 2018. 
74 
 
diskriminasikan karna faktor keterbatasan fisik serta perhatian dan kesadaran 
masyarakat yang tidak membeda-bedakan fisik. 
Selain adanya kendala dengan keterbatasan fisik, hal besar yang mereka 
juga mengalami untuk mendapatkan hak politiknya secara penuh adalah tidak 
mendapatkan pengetahuan tentang hak-hak politik penyandang disabilitas dari 
orang tuanya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang memiliki 
keterbatasan fisik menjadi kendala bagi penyandang disabilitas untuk 
mendapatkan haknya secara penuh terutama tuna rungu. Dari beberapa kategori 
penyandang disabilitas, kategori tuna rungu yang paling banyak mengalami 
kendala dalam berbagai hal karena sulitnya berkomunikasi sebab mereka memiliki 
bahasa sendiri dalam berkomunikasi yaitu bahasa isyarat.  
Dalam hal ini, perlunya pelatihan khusus kepada orang tua untuk dapat 
berkomunikasi dengan anaknya yang mengalami tuna rungu agar bisa 
memberikan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan 
secara penuh terutama hak politik. Dengan adanya perhatian khusus dari 
Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua yang memiliki anak 
penyandang disabilitas (tuna rungu) dapat membantu mereka dalam berbagai hal 
tanpa adanya kesulitan yang menjadi alasan untuk tidak memberikan wawasan 
kepada mereka tentang pentingnya mengetahui apa saja hak mereka sebagai 
warga negara. 
2. Faktor Eksternal 
Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling 
berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap 
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disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika 
keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang 
menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga 
kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas 
dari pergaulan  masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan 
masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka 
kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang 
dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Secara garis besar, sikap dan 
pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak 




Menurut observasi yang peneliti lakukan bahwa paradigma masyarakat 
umum terhadap tuna rungu belum sepenuhnya memberi ruang untuk mereka 
bersosialisasi dan berinteraksi dengan seharusnya. Karena masyarakat pada 
umumnya menganggap mereka yaitu kelompok yang terpinggirkan dari 
masyarakat, padahal tuna rungu memiliki ruang untuk bersosialisasi dengan 
masyarakat dan adanya diskriminasi terhadap mereka. Hal inilah yang membuat 
penyandang disabilitas (tuna rungu) mengalami kesulitan dalam melakukan 
berbagai kegiatan di masyarakat umum. 
Seharusnya masyarakat bisa menerima mereka tanpa adanya diskriminasi 
dari berbagai pihak. Dengan adanya diskriminasi yang terus mereka rasakan dapat 
membuat mereka mengalami gangguan mental yang dapat merusak otak mereka 
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dan membuat mereka frustasi akan hidup yang mereka jalani. Sebagai masyarakat 
yang diberikan fisik yang sempurna, kita harus membantu mereka agar mereka 
tidak merasa di diskriminasi secara terus menerus.  
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, seperti 
berinteraksi dengan mereka, menerima kehadirannya dan membantu menyuarakan 
aspirasi mereka kepada pemerintah. Padahal, masyarakat juga mempunyai peran 
penting dalam terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas. Melalui media 
masyarakat, penyandang disabilitas bisa menyampaikan keinginan mereka yang 
selama ini belum sepenuhnya terpenuhi. 
Tak hanya itu saja, Pemerintah juga harus memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang penyandang disabilitas dan apa saja 
hak-hak yang seharusnya dapat terealisasikan secara menyeluruh, supaya 
kedepannya masyarakat dapat membantu penyandang disabilitas untuk 
mendapatkan hak politiknya secara penuh. 
 
C. Upaya yang dilakukan Organisasi Gerkatin dalam Membantu 
Pemenuhan Hak Politik 
           Selama 9 tahun, organisasi Gerkatin telah menjadi wadah bagi penyandang 
disabilitas (tuna rungu) untuk berjuang mendapatkan hak-haknya sebagai warga 
negara. Sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan organisasi Gerkatin 
dalam membantu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). 
seperti membantu mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum 
dan juga mahasiswa agar mereka tahu bahwa tuna rungu sama seperti mereka 
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yang memiliki hak sebagai warga negara, melakukan pertemuan dengan pejabat 
daerah setempat, melakukan aksi damai dalam acara Hari Tuli Internasional, dan 
masih banyak lagi. Tanpa organisasi Gerkatin, penyandang disabilitas (tuna 
rungu) akan lebih kesulitan lagi dalam berinteraksi. Seperti yang diungkapkan 
oleh Herman Selaku Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Kota 
Palembang Periode 2017-2022 sebagai berikut:  
”Iya, karena organisasi Gerkatin sangat membantu teman-
teman tuna rungu dalam memperjuangkan hak-hak yang 
sebagaimana mestinya didapatkan oleh warga negara seperti 
hak politik. Gerkatin juga menjadi wadah bagi tuna rungu untuk 
saling berbagi informasi dan berinteraksi ke sesama tuna rungu. 
Tanpa adanya organisasi Gerkatin kami pasti akan mengalami 
lebih banyak kesulitan lagi dalam berinteraksi.”79 
 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi Gerkatin 
berperan penting dalam membantu tuna rungu untuk memperjuangkan hak-
haknya sebagai penyandang disabilitas (tuna rungu). Organisasi Gerkatin juga 
menjadi wadah bagi tuna rungu untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama 
ini belum sepenuhnya mereka dapatkan. Di organisasi Gerkatin, tuna rungu dapat 
berinteraksi ke sesama mereka, mereka juga sedikit demi sedikit bisa membuka 
ruang mereka kedepan masyarakat umum untuk bersosialisasi. Seperti yang 
diungkapkan juga oleh Desi Ana Selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Gerkatin 
Kota Palembang Periode 2017-2022 sebagai berikut:  
“Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Gerkatin adalah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga 
mahasiswa agar mereka tahu bahwa tuna rungu sama seperti 
mereka yang memiliki hak sebagai warga negara. Melakukan 
aksi damai saat diadakannya Hari Tuli Internasional di jalan 
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dengan membawa spanduk berisikan hak-hak penyandang 
disabilitas. Dan juga agar mereka dapat bersama-sama 
membantu tuna rungu dalam mendapatkan haknya secara penuh 
terutama hak politik.”80 
  
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang 
dilakukan oleh organisasi Gerkatin dalam membantu penyandang disabilitas (tuna 
rungu) sudah sangat banyak dalam memenuhi dan memperjuangkan hak-hak 
penyandang disabilitas terutama hak politik. Karena penyandang disabilitas (tuna 
rungu) juga harus mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat lainnya yang 
tidak memiliki keterbatasan fisik.  
Dalam hal ini seharusnya ada yang berperan penting dalam 
merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). Seperti yang 
diungkapkan oleh Herman Selaku Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Gerkatin 
Kota Palembang Periode 2017-2022 sebagai berikut: 
“Menurut kami yang berperan penting dalam membantu 
merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) 
adalah Pemerintah. Karena tanpa peran pemerintah, kami tidak 
akan bisa dapat merealisasikan hak politik tersebut secara 
penuh.”81 
 
Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran pemerintah 
dalam merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) sangatlah 
penting. Karena dalam hal ini pemerintah dapat membantu merealisasikan hak 
politik penyandang disabilitas (tuna rungu) sebagai warga negara yang mana 
semestinya hak itu harus terpenuhi. 
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Berdasarkan data yang dikumpulkan dan telah dianalisis oleh penulis maka 
dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalah penelitian yang telah 
dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya 
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk 
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), hal ini diketahui 
sebagai berikut: 
Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia 
hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali 
terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi 
penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut 
serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Oleh 
karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya 
pemerintahan dan setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama, termasuk 
bagi warga negara penyandang disabilitas.  
Hak politik mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan 
untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum 
maupun penyandang disabilitas sama-sama memiliki hak politik. Dalam Pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 
disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama 
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yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satunya adalah hak politik bagi 
penyandang disabilitas.  
 
A. Kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Politik  
Akan tetapi, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna 
rungu) tidak sepenuhnya terpenuhi dikarenakan adanya kendala yang terjadi. 
Kendala tersebut memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, 
sebagai berikut:  
1. Faktor Internal  
Dalam hal ini, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan disini adalah 
faktor yang dominan yaitu keterbatasan fisik dan orang tua. Keterbatasan fisik 
dalam hal ini, dimana penyandang disabilitas (tuna rungu)  tidak bisa mendengar 
sehingga informasi-informasi yang didapatkan tidak maksimal diterima oleh 
tmereka. Dan faktor dari orang tua juga yang tidak memberikan informasi 
pengetahuan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki penyandang disabilitas (tuna 
rungu) seperti pemenuhan hak politiknya.  
2. Faktor Eksternal 
Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling 
berkaitan, tetapi berbeda. Paradigma masyarakat umum terhadap tuna rungu 
belum sepenuhnya memberi ruang untuk mereka bersosialisasi dan berinteraksi 
dengan seharusnya. Karena masyarakat pada umumnya menganggap mereka yaitu 
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kelompok yang terpinggirkan dari masyarakat, padahal tuna rungu memiliki ruang 
untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan adanya diskriminasi terhadap mereka. 
Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas (tuna rungu) mengalami 
kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat umum. 
 
B. Upaya yang dilakukan Organisasi Gerkatin dalam Membantu 
Pemenuhan Hak Politik 
Tak hanya kendala yang menjadi faktor untuk memenuhi hak politik 
penyandang disabilitas. Adapun, upaya yang sudah dilakukan organisasi Gerkatin 
dalam membantu tuna rungu untuk mendapatkan hak politiknya secara penuh. 
Upaya-upaya yang telah dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu 
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu). Seperti membantu 
mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga 
mahasiswa agar mereka tahu bahwa tuna rungu sama seperti mereka yang 
memiliki hak sebagai warga negara, melakukan pertemuan dengan pejabat daerah 
setempat, melakukan aksi damai dalam acara Hari Tuli Internasional, dan masih 
banyak lagi. Tanpa organisasi Gerkatin, penyandang disabilitas (tuna rungu) akan 
lebih kesulitan lagi dalam berinteraksi dan bersosialisasi. 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi Gerkatin berperan 
penting dalam membantu tuna rungu untuk mendapatkan hak-haknya secara 
penuh sebagai tuna rungu terutama hak politik. Organisasi Gerkatin juga menjadi 
wadah bagi tuna rungu untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini belum 
sepenuhnya mereka dapatkan. Di organisasi Gerkatin, tuna rungu dapat 
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berinteraksi ke sesama mereka, melakukan musyawarah bersama dan juga dapat 
berbagi informasi mengenai tuna rungu. 
 
C. Saran  
Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, maka ada beberapa saran yang 
diharapkan dapat menjadi masukan dan merupakan harapan dari penulis dalam 
Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan 
Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), antara lain: 
1. Organisasi Gerkatin Kota Palembang hendaknya bersosialisasi dengan 
Pemerintah Dinas Sosial Kota Palembang dan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk membahas tentang hak hak politik penyandang 
disabilitas, agar pemenuhan hak politik bisa terpenuhi dengan cara KPU 
menyediakan alat peraga dalam kampanye seperti penerjemah di stasiun 
televisi untuk penyandang disabilitas terutama tuna rungu. Karena 
dengan adanya alat peraga dalam kampanye memudahkan tuna rungu 
untuk dapat mengerti visi misi dari calon legislatif yang sedang 
berkampanye. 
2. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap 
penyandang disabilitas (tuna rungu) dan juga masyarakat diharapkan 
tidak mendiskriminasikan tuna rungu agar kedepannya tuna rungu bisa 
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Gambar 1 dan 2: 












Gambar 3 dan 4: 











Gambar 5 dan 6: 
Acara Memperingati Hari Tuli Internasional yang bertempat di Dinas Sosial 
Provinsi Sumatera Selatan 
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